SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan
sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan
demokratis, sekaligus sebagai sarana pengawasan
masyarakat terhadap kebijakan publik;

bahwa  masyarakat  dijamin haknya  untuk
memperoleh informasi publik sepanjang informasi
publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan
informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-
undangan  untuk diberikan, atau diumumkan
kepada masyarakat, karena jika diberikan atau
diumumkan akan membahayakan kepada
kepentingan  publik atau meresahkan kehidupan
masyarakat;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 391 ayat
(1) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Perubahannya maka
Pemerintah Daerah wajib menyediakan Informasi
Publik, sehingga perlu di atur dengan Peraturan
Daerah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Keterbukaan
Informasi Publik dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
Sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

ook LN

Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas
adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Manggarai Barat.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Manggarai Barat.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda
yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun
penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang
disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik
ataupun non elektronik.

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan,
dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik dan Badan Publik
Daerah yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan
negara dan pemerintahan daerah dan/atau penyelenggara dan
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penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang
berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga pemerintahan daerah danbadan lain
yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
pemerintahan daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non
pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumbangan
masyarakat.

Badan Publik Lainnya adalah Badan Usaha Milik Daerah dan
organisasi non pemerintah termasuk partai politik dan badan lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara, yang berada di daerah sepanjang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Kebijakan Publik adalah keputusan Badan Publik berupa peraturan
daerah dan/atau ketentuan lainnya yang menyangkut kepentingan
masyarakat secara umum.

Pejabat Publik adalah orang yang diberi tugas dan kewenangan
untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum atau
Badan Publik Daerah serta Badan Publik Lainnya sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

Transparansi adalah ketersediaan informasi yang cukup,akurat dan
tepat waktu tentang kebijakan publik dan proses pembentukannya
sehingga masyarakat secara luas dapat mengetahuinya.

Pengguna informasi publik adalah orang yang menggunakan
informasi publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pemohon informasi publik adalah warga negara dan/atau  Badan
Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan
menyelesaikan sengketa informasi publik yang terjadi di daerah
melalui mediasi dan/atau ajudikasi non-litigasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara
Badan Publik Daerah dan pengguna informasi publik yang berkaitan
dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan
perundang-undangan.

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para
pihak yang dibantu oleh Komisi Informasi Kabupaten sebagai
mediator.

Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik
antara para pihak yang diputus oleh Komisi Informasi Kabupaten.

Pejabat  Pengelola Informasi dan  Dokumentasi Daerah yang
selanjutnya di sebut PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi di badan publik di daerah.
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Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat
diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Daerah ini.

Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi
sebagai Informasi yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Daerah
ini.

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang
timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan
mempertimbangkan secara seksama bahwa menutup informasi publik
dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada
membukanya atau sebaliknya.

Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu
informasi yang dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon
Informasi Publik.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Bagian Kesatu

Asas
Pasal 2

Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh
setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang
dikecualikan.

Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.

Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon
informasi publik dengan mekanisme memperoleh informasi yang
cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana.

Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan
Undang-Undang, kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada
pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi
diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan
seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi
kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan
kebijakan publik, program kebijakan publik,dan proses pengambilan
keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan
publik;



b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan
kebijakan publik;

c. meningkatkan  peran = aktif masyarakat dalam pengambilan
kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;

d. mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik,
yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat
dipertanggungjawabkan;

e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup
orang banyak;

f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan
masyarakat; dan/atau

g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan
Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang
berkualitas.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak Pemohon Informasi Publik
Pasal 4

(1) Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan
ketentuan Peraturan Daerah ini.

(2) Setiap orang berhak :
a. melihat dan mengetahui informasi publik;

b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum
untuk memperoleh informasi publik;

c. mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan
sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

(3) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan permintaan
informasi publik disertai alasan permintaan tersebut.

(4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke
pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat
hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah
ini.

Bagian Kedua
Kewajiban Pengguna Informasi Publik
Pasal 5

(1) Pengguna informasi publik wajib menggunakan informasi publik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengguna informasi publik wajib mencantumkan sumber dari mana
ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk



(1)

(2)

(3)

(4)

kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hak Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya
Pasal 6

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini.

Badan Publik Daerah dan Badan Publik Lainnya berhak menolak
memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Daerah ini.

Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik Daerah
dan Badan Publik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. Informasi yang dapat membahayakan negara;

b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dari persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan

e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau belum
didokumentasikan oleh Badan Publik.

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Kewajiban Badan Publik Daerah
Pasal 7

Badan Publik Daerah wajib :

a.

b.

menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur
di dalam Peraturan daerah ini;

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan
dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan
Informasi Publik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi
Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola;

menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawab serta wewenangnya;

menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik,
termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor
Badan Publik, serta situs resmi;

menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan informasi
publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



h.

memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;

membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi
Publik sesuai dengan Peraturan Daerah ini serta menyampaikan
salinan laporan kepada Komisi Informasi Provinsi ; dan

melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan
informasi Publik.

Bagian Kelima
Kewajiban Badan Publik Lainnya
Pasal 8

Badan Publik Lainnya wajib :

a.

menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik
yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi
Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan;

menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak
menyesatkan;

. membangun dan mengembangkan sistem Informasi dan

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien
sehingga dapat diakses dengan mudabh;

menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan
tanggungjawab = serta wewenangnya  sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku pada Badan Publik Lainnya;

. membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang

diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf e antara lain memuat
pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan
keamanan negara;

dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana pada huruf a sampai
huruf d, Badan Publik Lainnya dapat memanfaatkan sarana
dan/atau media elektronik dan non —elektronik.

BAB IV
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
Bagian Kesatu
Jenis Informasi

Pasal 9

Jenis-jenis informasi yang merupakan informasi publik, adalah:

a.

b.

C.

informasi tentang kelembagaan Badan Publik;

informasi tentang rencana dan hasil-hasil kegiatan yang
dilaksanakan oleh Badan Publik;

informasi tentang  aspek-aspek  perumusan, perencanaan dan
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pengambilan keputusan atau kebijakan publik;

informasi  tentang mekanisme penyusunan dan = penetapan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Anggaran Pendapatan dan
Belanja Badan Publik;

informasi tentang pelayanan publik;

informasi tentang tata ruang dan tata wilayabh;

informasi tentang perjanjian antara Badan Publik dengan pihak lain;
. informasi tentang pengadaan barang dan jasa;

informasi tentang peringatan dini atas kemungkinan terjadinya
bencana alam maupun musibah lainnya;

informasi tentang distribusi informasi publik; dan

informasi lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Informasi yang wajib Tersedia dan Diumumkan secara berkala

Pasal 10

Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b
meliputi:

a. informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;

b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;

c. informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau

d. informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban memberikan dan menyampaikan Informasi Publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 6
(enam) bulan sekali.

Cara-cara penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan lebih lanjut oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Badan Publik terkait.

Bagian Ketiga
Informasi yang diumumkan secara serta merta

Pasal 11

Badan Publik wajib mengumumkan secara serta merta suatu
informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan
ketertiban umum.

Kewajiban = menyebarluaskan  informasi  publikasi bagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah di
jangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.



Bagian Keempat
Informasi yang wajib Tersedia setiap saat
Pasal 12

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat
sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf d yang meliputi:

a.

b.

daftar  seluruh  Informasi Publik yang berada di bawah
penguasaannya, tidak termasuk informasi yang di kecualikan;

hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;

seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran

tahunan Badan Publik;
perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;

informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam
pertemuan yang terbuka untuk umum;

prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan
pelayanan masyarakat; dan/atau

. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana

diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Informasi yang Dikecualikan
Pasal 13

(1) Jenis-jenis informasi yang dikecualikan adalah:

a.

b.

informasi yang apabila dibuka dapat membahayakan kepentingan
negara, daerah dan/atau masyarakat umum;

informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan
hukum;

informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha
dari persaingan usaha tidak sehat;

informasi yang apabila dibuka dapat menganggu kepentingan atas
hak yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan;

informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan pribadi;

informasi yang apabila dibuka dapat melanggar kerahasiaan
jabatan;

informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan;dan

. informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak

dibenarkan untuk diinformasikan secara terbuka.

(2) Jenis-jenis Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk
disebarluaskan.
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BAB V
MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI
Bagian Kesatu
Tata Cara Permohonan
Pasal 14

Setiap pemohon informasi dapat mengajukan permintaan kepada Badan
Publik secara tertulis atau tidak tertulis.

Pemohon informasi wajib menyertakan identitas diri serta maksud dan
tujuan permintaannya.

Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan
informasi yang diajukan secara tidak tertulis.

Badan Publik wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan
informasi berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat elektronik, nomor
pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,pengiriman nomor
pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan penerimaan informasi.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya
permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun
tidak;

b. badan publik wajib memberitahukan Badan Publik lain yang
menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan
Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan
informasi yang diminta;

c. penerimaan atau  penolakan dengan  alasan sebagaimana
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian
dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;

e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan
menurut peraturan perundang-undangan maka informasi yang
dikecualikan itu dapat dihitamkan dengan alasan dan materinya;
dan

f. alat penyampai dan format informasi.

Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu
pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling
lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya disertai dengan alasan secara
tertulis.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan
transparansi informasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.



Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa
Pasal 15

(1) Pemohon yang ditolak permintaannya dapat mengajukan keberatan
secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya
penolakan.

(2) Penyelesaian  sengketa  informasi yang  dilaksanakan  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pasal 16

(1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik
wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagai mana
dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dengan seksama dan penuh ketelitian
sebelum menyatakan informasi Publik tertentu di kecualikan untuk
diakses oleh setiap orang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KOMISI INFORMASI KABUPATEN
Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 17

Komisi Informasi Kabupaten adalah lembaga mandiri yang berfungsi
menjalankan Peraturan Daerah ini dan peraturan pelaksanaannya,
menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan
menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.



Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 18

Komisi Informasi Kabupaten berkedudukan di Labuan Bajo Kabupaten
Manggarai Barat.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Susunan

Pasal 19

Anggota Komisi Informasi Kabupaten berjumlah S (lima) orang yang
mencerminkan unsur masyarakat.

Komisi Informasi Kabupaten dipimpin oleh seorang ketua merangkap
anggota dan didampingi oleh seorang wakil ketua merangkap
anggota.

Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi
Informasi Kabupaten.

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan
musyawarah seluruh anggota Komisi Informasi Kabupaten dan
apabila tidak tercapai kesepakatan dilakukan pemungutan suara.

Bagian Keempat
Tugas
Pasal 20

Komisi Informasi Kabupaten bertugas:

a. menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian
Sengketa Informasi melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi
yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;

b. menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan
c. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.

Komisi Informasi Kabupaten bertugas menerima,memeriksa, dan
memutus Sengketa Informasi Publik didaerah melalui mediasi dan/atau
ajudikasi nonlitigasi.



(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Bagian Kelima
Wewenang
Pasal 21

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Kabupaten memiliki
wewenang:

a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;

b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh
Badan Publik dan Badan Publik lainnya terkait untuk mengambil
keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;

c. meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik
ataupun Badan Publik lainnya  terkait sebagai saksi dalam
penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya
dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
dan

e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga
masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Kabupaten.

Kewenangan Komisi Informasi Kabupaten meliputi kewenangan
penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik dan Badan
Publik lainnya.

Bagian Keenam
Pertanggungjawaban
Pasal 22

Komisi Informasi Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati dan
menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Laporan lengkap Komisi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bersifat terbuka untuk umum.

Bagian Ketujuh
Sekretariat dan Penatakelolaan Komisi Informasi Kabupaten
Paragraf 1
Sekretariat Komisi Informasi Kabupaten
Pasal 23

Untuk mendukung kegiatan Komisi Informasi Kabupaten dibentuk
sekretariat Komisi Informasi Publik Kabupaten.

Struktur dan jumlah personil kepegawaian Sekretariat Komisi
Informasi Kabupaten sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Bupati.

Personil sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pegawai yang
melaksanakan tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan
informasi daerah.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 2
Penata Kelolaan Komisi Informasi Kabupaten
Pasal 24

Untuk melaksanakan penata kelolaan Komisi Informasi Kabupaten
diberikan dukungan administratif, keuangan yang dilaksanakan oleh
sekretariat komisi.

Anggaran Komisi Informasi Kabupaten dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan danalainnya yang sah dan
tidak mengikat.

Besarnya anggaran Komisi Informasi Kabupaten yang berasal dari
APBD disusun berdasarkan rencana anggaran biaya operasional
yang wajar dan patut,diajukan setiap tahun anggaran oleh Komisi
informasi Kabupaten kepada Bupati.

Bagian Kedelapan
Pengangkatan dan Pemberhentian
Pasal 25
Syarat-syarat pengangkatan anggota Komisi Informasi Kabupaten:
a. warga daerah;
b. memiliki integritas dan tidak tercela;

c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana S (lima) tahun atau lebih;

d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidang keterbukaan

Informasi Publik sebagai bagian dari hak  asasi manusia dan
kebijakan publik;

e. memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik dan Badan
Publik Lainnya;

f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannya dalam Badan
Publik dan Badan Publik Lainnya apabila diangkat menjadi
anggota Komisi Informasi Kabupaten;

g. bersedia bekerja penuh waktu;
h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
i. sehat jiwa dan raga.

Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi Kabupaten dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah secara terbuka,jujur, dan objektif.

Daftar calon anggota Komisi Informasi Kabupaten wajib di umumkan
kepada masyarakat.

Setiap Orang berhak mengajukan pendapat dan penilaian terhadap
calon anggota Komisi Informasi Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dengan disertai alasan.



Pasal 26

(1) Calon anggota Komisi Informasi Kabupaten hasil rekrutmen diajukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah oleh Bupati sejumlah paling
banyak 10 (sepuluh ) orang calon.

(2) DPRD memilih anggota Komisi Informasi Kabupaten melalui uji
kepatutan dan kelayakan.

(3) Anggota Komisi Informasi Kabupaten yang telah dipilih oleh DPRD
selanjutnya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 27

Anggota Komisi Informasi Kabupaten diangkat untuk masa jabatan 4 (empat)
tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Pasal 28

(1) Pemberhentian anggota Komisi Informasi Kabupaten dilakukan
berdasarkan keputusan Komisi Informasi Publik Kabupaten dan
diusulkan kepada Bupati.

(2) Anggota Komisi Informasi Kabupaten berhenti atau diberhentikan
karena:

a. meninggal dunia;
b. telah habis masa jabatannya;
c. mengundurkan diri;

d. dipidana dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima)
tahun penjara;

e. sakit jiwa dan raga dan/atau sebab lain yang mengakibatkan
yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas 1 (satu) tahun
berturut-turut; atau

f. melakukan tindakan tercela dan/atau melanggar kode etik, yang
putusannya ditetapkan oleh Komisi Informasi Kabupaten.

(3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

(4) Pergantian antar waktu anggota Komisi Informasi Kabupaten
dilakukan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

(5) Anggota Komisi Informasi Kabupaten pengganti antar waktu diambil
dari wurutan berikutnya berdasarkan hasil wuji kelayakan dan
kepatutan yang telah dilaksanakan sebagai dasar pengangkatan
anggota Komisi Informasi Kabupaten pada periode dimaksud.



BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 29

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah:

a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana tersebut.

c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran
tersebut.

d. menerima bukti-bukti, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana tersebut.

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang Pelanggaran.

g. menyuruh berhenti , melarang seseorang meninggalkan ruang atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada
huruf e.

h. memotret seseorang yang Dberkaitan dengan tindak pidana
tersebut.

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi.

j- menghentikan penyidikan.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 7, dan Pasal 8 Peraturan Daerah ini
dikenai sanksi pidana  kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
dendapaling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).



Pasal 31

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini di kenai sanksi
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.
10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 32

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah ini di kenai sanksi
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Peraturan Bupati sebagai peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini
ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini
ditetapkan.

Pasal 34
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 31 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017
NOMOR 12

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR : 12 TAHUN 2017.



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH

[. UMUM

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan
pemerintahan yang baik dan demokratis, sekaligus sebagai sarana
pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik.

Masyarakat dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik
sepanjang informasi publik yang hendak diperolehnya tersebut bukan
informasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk
diberikan, atau diumumkan kepada masyarakat, karena jika diberikan
atau diumumkan akan membahayakan kepada kepentingan publik atau
meresahkan kehidupan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik diarahkan kepada penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Manggarai Barat yang baik, yang memperhatikan
nilai-nilai agama, moral dan sosial yang hidup dan berkembang di
Kabupaten Manggarai Barat, maka perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas



Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas



Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas



Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas



Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 179.



